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PENDAHULUAN pengelolaan keuangan daerah yang

Negara menetapkan bahwa  djatur setiap tahun melalui peraturan

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, yang mencakup Pendapatan,

Daerah ~ (APBD)  adalah ~ wujud Belanja, dan Pembiayaan (Siregar &
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Mariana, 2020). Otonomi daerah
bertujuan untuk pemberdayaan daerah
dalam pengambilan keputusan yang
lebih leluasa dan bertanggung jawab
untuk mengelola sumber daya sesuai
dengan kepentingan dan potensi lokal
(Sibua & Pribadi, 2019).

otonomi ini memberi kewenangan penuh

Penerapan

kepada pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan  semua  urusan
pemerintahan kecuali yang ditetapkan
dalam peraturan pemerintah (Redjo,
2018). Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas fiskal daerah,
yang sebelumnya terbatas, sehingga

daerah dapat memanfaatkan potensi
sumber daya secara maksimal demi
kesejahteraan masyarakat (Oki, 2019).
Namun, meskipun otonomi daerah
memberikan keleluasaan dan tanggung
jawab lebih besar kepada pemerintah
daerah, banyak daerah, termasuk
Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU),
masih menghadapi tantangan dalam
mengelola potensi daerah secara optimal,
dan masih bergantung pada dana dari
pemerintah pusat dan belum sepenuhnya
mandiri dalam hal pengelolaan keuangan
daerah. Penurunan dalam Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan ketergantungan
tinggi pada Dana Perimbangan dari
pemerintah pusat menunjukkan adanya
ketidakstabilan dalam kapasitas fiskal
daerah. Untuk mencapai tujuan otonomi
daerah secara efektif, penting bagi
pemerintah daerah untuk meningkatkan
dan

pengelolaan keuangan

memanfaatkan sumber daya lokal secara

lebih  efisien, dengan  melibatkan
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masyarakat dalam pengawasan dan
evaluasi kinerja pemerintah daerah guna

dan
2020;

akuntabilitas
(Oktrivina  dkk.,

memastikan
transparansi
Sriyana, 2011).

Untuk

ekonomi

mencapai

yang tinggi
kebijakan ekonomi pembangunan harus

pertumbuhan
dan strategis,
fokus pada sektor-sektor strategis dan
potensial pada wilayah tersebut baik
sektor riil, finansial, maupun
infrastruktur agar dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Selain itu,
monitoring dan evaluasi terhadap hasil-
hasil pembangunan juga sangat penting
dilakukan secara berkala melalui sajian
data statistik yang berkualitas. Peran
pemerintah daerah mengelola keuangan
sangat menentukan keberhasilan
peningkatan  pertumbuhan ekonomi
disuatu daerah (Dewi & Nilasari, 2022).
Sebagai daerah otonom, pelaksanaan
pembangunan terselenggara dengan
mengandalkan kemampuan keuangan
daerah yang berasal dari pemanfaatan
potensi daerah sendiri, pemerintah pusat
serta lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Dana perimbangan dari pemerintah
pusat khususnya dana alokasi umum
merupakan sumber penerimaan yang
kontribusinya paling besar. Setiap tahun
rata-rata 90 persen sumber dana berasal
dari pemerintah pusat, sedangkan
Pendapatan Asli Daerah masih minim
kontribusinya (Oki, 2019). Oleh karena
itu, sumber pendapatan yang berasal dari
daerah perlu dikelola secara baik.
Pemerintah daerah harus bekerja keras

dalam upaya pemanfaatan potensi asli
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daerah
merupakan dasar

APBD
pengelolaan

secara  maksimal.

dari
keuangan daerah dalam satu tahun
anggaran. APBD merupakan rencana
pelaksanaan semua Pendapatan Daerah
dan semua Belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun
2018).

Pemungutan semua penerimaan Daerah

anggaran  tertentu  (Sains,
bertujuan untuk memenuhi target yang
ditetapkan dalam APBD. Demikian pula
semua pengeluaran daerah dan ikatan
yang membebani daerah dalam rangka
dilakukan
sesuai jumlah dan sasaran yang
ditetapkan dalam APBD. Karena APBD
merupakan dasar pengelolaan keuangan
daerah (Chodariyanti, 2015).
Berdasarkan Data BPS Kabupaten
TTU, Pendapatan daerah pada tahun

pelaksanaan desentralisasi

2018 sebesar Rp975.948.066.000
mengalami peningkatan yang signifikan
pada tahun 2019 yaitu sebesar

Rp1.168.786.123.000, dan pada tahun 2020
pendapatan daerah Kabupaten TTU
mengalami penurunan menjadi
Rp1.008.397.593.000. Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
pendapatan daerah yang berasal dari

adalah bagian dari

sumber-sumber yang dikelola langsung
oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan
transfer dari pemerintah pusat. PAD
Kabupaten TTU pada tahun 2018 sebesar
Rp51.895.359.000 dan meningkat pada
tahun 2019 sebesar Rp61.382.794.000, dan
mengalami penurunan pada tahun 2020
menjadi Rp55.742.221.000. Peningkatan
ini dipengaruhi oleh kenaikan pada hasil
perusahaan milik daerah dan retribusi
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daerah pada tahun 2019. Komponen PAD
meliputi pajak daerah, retribusi daerah,
hasil
pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-

perusahan milik daerah dan

lain PAD yang sah. Dana perimbangan
Kabupaten TTU meliputi bagi hasil pajak,
bagi hasil bukan pajak/sumber daya
alam, dana alokasi umum, dan dana
alokasi khusus. Secara keseluruhan, Dana
Perimbangan mengalami peningkatan
dari tahun 2018 ke tahun 2019, tetapi
menurun pada tahun 2020. Sedangkan
Penerimaan dari Lain- lain Pendapatan
yang Sah mengalami peningkatan setiap
tahun, yang mencerminkan adanya
pertumbuhan dalam sumber pendapatan
ini.
Pengukuran

Kinerja =~ Keuangan

sangat penting untuk menilai
akuntabilitas pemerintah daerah dalam
melakukan  pengelolaan  keuangan
daerah. Akuntabilitas bukan sekedar
kemampuan menunjukkan bagaimana
uang publik dibelanjakan, akan tetapi
meliputi kemampuan yang menunjukkan
telah
dibelanjakan secara efisien, efektif, dan
ekonomis (Melmambessy, 2022). Ada

beberapa cara dalam mengukur kinerja

bahwa uang publik tersebut

keuangan  daerah  yaitu  dengan
menggunakan Rasio Kinerja keuangan
Daerah (Saragih & Siregar, 2020).

Rasio efisiensi digunakan untuk
mengetahui seberapa besar efisiensi dari
pelaksanaan suatu kegiatan dengan
mengukur input yang digunakan dan
membandingkan dengan output yang
dihasilkan.

menggambarkan

Rasio efektivitas

kemampuan
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pemerintah daerah dalam merealisasikan

pendapatan asli daerah yang
direncanakan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil daerah, sedangakan rasio
efisiensi merupakan rasio perbandingan
kerja yang berguna diperoleh dari hasil
operasi perusahaan tersebut dalam
mengelola aset-aset yang dimilikinya

(Listari dkk., 2022).

AGENCY THEORY

Teori agensi menjadi salah satu teori
yang sering digunakan dalam penelitian
akuntansi karena keterkaitan yang
mendasari topik permasalahan yang akan
diteliti. yang

dikemukakan oleh Jensen dan Meckling

Teori keagenan
(1976), menyatakan bahwa “teori agensi
merupakan teori yang ada pada sebuah
perusahaan dimana terdapat dua pelaku
(subjek) yang ada didalamnya, yakni
prinsipal sebagai pemegang saham dan
manajemen sebagai agen. Agen diberikan
tugas serta wewenang oleh prinsipal
dalam mengelola dan menjalankan
perusahaan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan = perusahaan. = Hubungan
antara kedua pihak harus terjalin dengan
baik, dengan kepercayaan atas tugas
yang telah diberikan oleh pemegang
saham untuk menjalankan perusahaan,
maka manajemen akan memiliki
informasi yang lebih detail mengenai
keadaan perusahaannya, berbanding
terbalik dengan pemegang saham”
(Niyah, 2022).
Berdasarkan

teori agensi

yang
dijelaskan diatas, dalam sektor publik

Vol. 4, No. 2, November 2025: 524-533

dapat digambarkan hubungan rakyat
dengan pemerintah dapat dikatakan
sebagai hubungan keagenan, yaitu
hubungan yang timbul karena adanya
kontrak yang ditetapkan oleh rakyat
(sebagai principal) yang menggunakan
pemerintah  (sebagai agen) untuk
yang

kepentingan rakyat. Untuk mengawasi

menyediakan  jasa menjadi
perilaku pemerintah serta menyelaraskan

tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat

mewajibkan pemerintah melalui
mekanisme pelaporan keuangan secara
periodik.

Melalui laporan keuangan yang

merupakan tanggung jawab pemerintah,
rakyat melalui legislatif dapat mengukur,
menilai sekaligus mengawasi kinerja
pemerintah, sejauh mana pemerintah
telah bertindak untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat (Niyah, 2022).
Dalam  penelitian  ini, Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
merupakan agen yang menggunakan
uang dari APBD yang berasal dari rakyat
dikelola

keuntungan yang akan diberikan kepada

untuk menghasilkan
rakyat kembali melalui pembangunan

dan program-program untuk

kesejahteraan rakyat.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kuantitatif, yaitu
penelitian yang menggunaan angka,
mulai dari penumpulan data, penafsiran
terhadap data tersebut, serta penampilan
2010)..

Badan

dari  hasilnya  (Sugiyono,

Penelitian dilakukan pada
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Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Timor Tengah Utara selama 3 bulan dan
menggunakan data sekunder berupa data
pertumbuhan ekonomi dan laporan
keuangan yang dalam proposal ini
mengambil Laporan Realisasi Anggaran.
Dalam penelitian ini, waktu pengamatan
data mencakup periode dari tahun 2014
hingga 2023. Penelitian ini menggunakan
teknik data,

diantaranya: (1) Dokumentasi, yakni

dua pengumpulan

suatu cara yang digunakan untuk
memperoleh data dan informasi dalam
bentuk buku, arsip, dokumen tulisan
angka dan gambar yang berupa laporan
serta keterangan yang dapat mendukung
penelitian, (2) Observasi, merupakan

pengamatan dan pencatatn secara
sistematis terhadap unsur-unsur yang
nampak dalam suatu gejala pada objek
penelitian, (3) Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan analisis rasio keuangan.
Rasio keuangan yang digunakan yaitu
rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio
kemandirian dan rasio kapasitas fiskal
daerah (Susanto,2019).
Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi digunakan untuk
mengetahui seberapa besar efisiensi dari
pelaksanaan suatu kegiatan dengan
mengukur input yang digunakan dan
membandingkan dengan output yang
dihasilkan. Rasio Efisiensi adalah rasio
yang menggambarkan perbandingan
antara besarnya biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan dengan
realisasi pendapatan yang diterima.

Berikut kriteria penilain rasio efisiensi.
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Tabel I. Kriteria Efisiensi Pengelolaan
Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Kriteria
Keuangan (%)
>100 Tidak Efisiensi
90 - 100 Kurang Efisiensi
80 -90 Cukup Efisiensi
60 -80 Efisiensi
<60 Sangat Efisiensi

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas gambaran seberapa
besar target
didapat oleh
Perhitungan yang digunakan adalah

capaian yang berhasil

pemerintah  daerah

dengan mengukur jumlah realisasi
pendapatan terhadap jumlah target
pendapatan. Semakin tinggi hasil

perhitungan yang ditunjukkan maka
akan semakin efektif pula pemerintah
daerah dalam melakukan pengelolaan
Berikut
penilaian rasio efektivitas.

keuangan daerah. kriteria
Tabel 2. Kriteria Efektivitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

Persentase Kriteria
Kinerja Keuangan
(%)
> 100 Tidak Efektif
90 - 100 Kurang Efektif
80 -90 Cukup
60 -80 Efektif
<60 Sangat Efektif
PEMBAHASAN

Perekonomian Kabupaten TTU pada

dasarnya merupakan perekonomian
agraris yang masih didominasi oleh
sektor pertanian. Kontribusi sektor ini
besar terhadap PDRB, walaupun kurang
Pada tahun 2018,

dari 50 persen.
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kontribusi sektor pertanian terhadap
perekonomian Kabupaten Timor Tengah
Utara sebesar 39,91 persen, menurun
menjadi 39,52 persen pada tahun 2019
dan kemudian kembali mengalami
peningkatan menjadi 39,82 persen di
tahun 2020.

Peranan sektor perdagangan besar
dan eceran, administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib,
serta  jasa  pendidikan  terhadap
pembentukan PDRB di Kabupaten Timor
Tengah Utara menunjukkan adanya
peningkatan dari tahun-tahun
sebelumnya. Peranan sektor pendidikan
pada tahun 2018 sebesar 7,03 persen naik

menjadi 7,41 persen di tahun 2020. Hal ini

disebabkan karena semakin
meningkatnya perhatian pemerintah
pada  sektor  pendidikan  untuk

menyukseskan program belajar 12 tahun
didik
bersekolah ke tingkat sekolah menengah

sehingga  anak-anak dapat

atas atau sederajat, menunda usia untuk

menikah, meningkatkan kualitas
pendidikan untuk menghadapi
persaingan.  Tahun 2018  sektor
perdagangan  besar  dan  eceran
memberikan kontribusi sebesar 5,29

persen dan pada tahun 2020 meningkat
lagi menjadi 5,51 persen.

Hal ini  disebabkan
bertambahnya jumlah toko, kios, warung

karena

kelontong di sejumlah kecamatan secara
signifikan. Pada tahun 2022 Pemerintah
Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
memperoleh  opini  Wajar  Tanpa
Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya

dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
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Republik Indonesia (Adang & Esther,
2022).
Rasio Efisiensi

Rasio  efisiensi ~menggambarkan
besaran biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh

pendapatan dengan

realisasi pendapatan yang diterima

2019).
pemerintah daerah dapat dikatagorikan

(Susanto, Kinerja keuangan
efisisen apabila rasio yang dicapai kurang
dari1 (satu) atau dibawah seratus persen.
kecil

menggambarkan kemampuan keuangan

Semakin rasio efisiensi
daerah yang semakin baik (Susanto,
2019).

daerah, kriteria efisiensi sangat penting

Dalam mengelola keuangan
untuk menilai sejauh mana pengelolaan
tersebut dapat dilakukan dengan efektif
dan optimal.

Kriteria efisiensi pengelolaan
keuangan  daerah  dapat  dibagi
berdasarkan persentase kinerja

keuangan, kinerja >100% dianggap tidak
efisien karena menunjukkan pemborosan
anggaran, sementara kinerja 90%-100%
kurang efisien. Kinerja dengan rentang
80%-90% menunjukkan efisiensi yang
60%-80%
dianggap efisien karena pengelolaan

cukup baik, sedangkan

sudah memadai dan optimal. Kinerja di
bawah 60%
menandakan pengelolaan anggaran yang

dinilai sangat efisien,

hampir sempurna dan penggunaan
sumber daya yang sangat baik (Maharti,
2021). Data rasio efisiensi Kabupaten
Timor Tengah Utara tahun anggaran 2014
- 2023 dapat dilihat pada tabel 3.

Pada  tabel 3
perkembangan

menunjukkan

rasio efisiensi
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pengelolaan keuangan daerah Kabupaten
TTU dari tahun 2014 hingga 2023, yang
memperlihatkan yang
konsisten meskipun terdapat beberapa
fluktuasi. Pada tahun 2014 hingga 2020,
rasio efisiensi berada pada Kkategori

tren

cukup

“cukup efisien,” dengan nilai di atas 80%,
meskipun mengalami

tahun 2019 (80,29%),
adanya tantangan dalam pengelolaan

penurunan di
menunjukkan

biaya.
Tahun 2021
efisiensi yang mencapai 91,85%, tetapi

mencatat lonjakan

tetap  tergolong  kurang  efisien

dibandingkan = dengan tahun-tahun

sebelumnya, yang menunjukkan bahwa
upaya

efisiensi, pengeluaran

meskipun ada untuk

meningkatkan
daerah tidak

pendapatan

sebanding  dengan

yang diperoleh, atau
terdapat pemborosan yang tidak dapat
dihindari. Pada tahun 2022, rasio efisiensi
kembali turun ke 89,42%, menandakan
perbaikan dalam pengelolaan meskipun
masih dalam kategori cukup efisien,
sementara pada tahun 2023 rasio ini
meningkat menjadi 90,44 %,
dikategorikan kurang efisien.

Meskipun rasio efisiensi di tahun
2022 dan 2023 menunjukkan perbaikan
dibandingkan

tahun  sebelumnya,

efisiensi ini masih berada di bawah
standar optimal. Ini bisa disebabkan oleh
peningkatan pengeluaran yang tidak
sejalan dengan pendapatan, tantangan
dalam pengelolaan sumber daya, atau
ketidakmampuan dalam
mengoptimalkan biaya operasional.
Tabel 3.

Efisiensi  Pengelolaan

Vol. 4, No. 2, November 2025: 524-533

Keuangan Daerah Kab. TTU tahun 2014-
2023

Tah Rasio Kriteria
un Efisiensi
(%)

2014 81,98 Cukup Efisien
2015 82,21 Cukup Efisien
2016 82,14 Cukup Efisien
2017 85,35 Cukup Efisien
2018 81,97 Cukup Efisien
2019 80,29 Cukup Efisien
2020 87,07 Cukup Efisien
2021 91,85 Kurang Efisien
2022 89,42 Cukup Efisien
2023 90,44 Kurang Efisien

Sumber : BKAD Kab. TTU (diolah)

Rasio EFektifitas

Rasio efektivitas menggambarkan
kemampuan daerah dalam
merealisasikan pendapatan asli

daerahyang direncanakan dibandingkan

dengan  target yang  ditetapkan
berdasarkan  potensi  riill = daerah
(Melmambessy, 2022). Kinerja

pemerintah Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara dikatakan efektif apabila
rasio yang dihasilkan atau yang dicapai
adalah 90-100%".
yang disediakan hampir sama dengan

“Apabila anggaran

yang di realisasikan dapat membuktikan
bahwa kinerja keuangan pada suatu desa
berjalan dengan baik”, dan “Semakin
tinggi rasio efektivitas, maka semakin
baik kinerja pemerintah daerah (Listari
dkk., 2022). Kemampuan daerah dalam
menyelenggarakan tugas dikatagorikan
efektif apabila rasio yang dicapai minimal
sebesar 1 (satu) atau seratus persen
(Susanto, 2019).

Kriteria

efektivitas  pengelolaan
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keuangan daerah berdasarkan persentase

kinerja  keuangan yang  dicapai,
menunjukkan seberapa baik pengelolaan
keuangan suatu  daerah  dengan

menggunakan rentang persentase kinerja
sebagai ukuran utama. Kinerja keuangan
yang melebihi 100% dianggap "Sangat
Efektif,"
pengelolaan tidak hanya memenuhi

menunjukkan bahwa

target tetapi melampaui harapan.
Rentang 90% - 100% dinyatakan sebagai
"Efektif,"

keuangan sudah baik dan sesuai dengan

yang berarti pengelolaan

standar yang ditetapkan. Kategori
"Cukup Efektif" berlaku untuk persentase
antara 80% - 90%, yang menunjukkan
pengelolaan yang memadai tetapi masih
Jika

persentase kinerja berada dalam rentang

ada ruang untuk perbaikan.
60% - 80%, maka pengelolaan dinyatakan
"Kurang Efektif," menunjukkan adanya
masalah dalam pengelolaan keuangan
yang perlu diperbaiki. Kinerja keuangan
di bawah 60% dikategorikan sebagai
"Tidak Efektif," menandakan pengelolaan
buruk dan

keuangan yang sangat

memerlukan perhatian serius untuk
perbaikan.
Tabel 4 Efektifitas Pengelolaan Keuangan

Daerah Kab. TTU tahun 2014-2023
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Tahun Rasio Kriteria

Efektivitas (%)

2023 79,64 Kurang Efektif

Sumber : BKAD Kab. TTU (diolah)

Pada  tabel 4
perkembangan rasio efektivitas Kab.TTU
tahun anggaran 2014-2023. Kinerja
penerimaan PAD Kab.TTU selama 10
tahun mengalami naik turun. Pada tahun

menunjukkan

2021, rasio efektivitas = mencapai
puncaknya di angka 104,39%,
menandakan bahwa pengelolaan

keuangan sangat efektif, bahkan melebihi
target yang ditetapkan. Peningkatan
tersebut bisa disebabkan oleh kebijakan
stimulus ekonomi pascapandemi, upaya
pemulihan ekonomi, atau peningkatan
kinerja penerimaan PAD. Sebelum itu,
pada tahun 2017, efektivitas juga sangat
tinggi, yakni 100,69%, mencerminkan
perencanaan dan realisasi anggaran yang
optimal. Namun, rasio efektivitas di
tahun-tahun lainnya, seperti 2014
(81,44%), 2016 (86,59%), 2018 (84,18%),
dan 2020 (88,35%), tetap berada pada
kategori “cukup efektif,” menunjukkan
adanya fluktuasi tetapi masih di level
yang lebih baik bila dibandingkan
dengan tahun 2022 dan 2023. Tahun 2015

dan 2019 juga mencatat efektivitas di atas

Tahun Rasio Kriteria

Efektivitas (%) 90%, menunjukkan pengelolaan yang
2014 81,44 Cukup Efektif lebih  baik  dibandingkan  dengan
2015 93,73 Efektif penurunan drastis di tahun 2022 dan
2016 86,59 Cukup Eiettli 2023. Penurunan ini mencerminkan
2017 100,69 Sangat Efekti . . . .
2018 8418 Cukup Efektif te.m‘tangan Paru yang dihadapi, baik dari
2019 94,75 Efektif sisi penerimaan PAD yang menurun
2020 88,35 Cukup Efektif akibat ekonomi yang melambat atau
2021 104,39 Sangat Efektif adanya ketidakmampuan daerah dalam
2022 71,53 Kurang Efektif dan

mencapai target pengeluaran
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lebih
tahun-tahun

pendapatan  yang efisien
dibandingkan  dengan

sebelumnya (Rahmiyati, (2008).

SIMPULAN

Kinerja keuangan Kabupaten TTU
umumnya efisien, dengan rasio efisiensi
rata-rata 80%- 90%. Namun, tahun 2021
dan 2023 menunjukkan rasio efisiensi >
90%, mengindikasikan potensi anggaran
yang belum dimanfaatkan secara
optimal. Realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) bervariasi; tahun 2017 dan
2021 sangat efektif (>100%), tetapi tahun

2022 dan 2023 menurun (<80%).
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